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PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BPK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan,
sistem pengendalian internal, dan good governance terhadap kinerja pada BPK RI.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan
pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 101 pegawai
BPK yang telah bekerja minimal satu tahun dan terlibat dalam manajemen kinerja
atau keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah SEM-PLS menggunakan
software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel
independen, yaitu pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, dan good
governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BPK. Pengelolaan
keuangan yang baik berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran, sistem pengendalian internal meningkatkan keandalan pelaporan dan
kepatuhan terhadap regulasi, serta praktik good governance memperkuat

akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Kata kunci  : Pengelolaan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Good

Governance, Kinerja, BPK
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL MANAGEMENT, INTERNAL
CONTROL SYSTEM, AND GOOD GOVERNANCE ON THE
PERFORMANCE OF THE AUDIT BOARD OF INDONESIA

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial management, internal control
systems, and good governance on the performance of BPK RI. A descriptive
quantitative approach was used, with primary data collected through
questionnaires distributed to 101 BPK employees who had worked for at least one
year and were involved in performance or financial management. The data were
analyzed using SEM-PLS approach, utilizing the SmartPLS 4.0 software. The
results show that all three independent variables—financial management, internal
control systems, and good governance have a positive and significant impact on
BPK’s performance. Effective financial management contributes to the efficiency
and effectiveness of budget utilization; strong internal control systems enhance
the reliability of reporting and regulatory compliance; and good governance
practices reinforce institutional accountability and transparency.

Keywords: Financial Management, Internal Control System, Good Governance,

Performance, Audit Board of Indonesia
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Permasalahan
1. Latar belakang

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik bertumpu pada banyak
pilar, salah satunya adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan
akuntabel. Fungsi strategis lembaga independen yang dikenal dengan nama Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam skenario ini adalah untuk mengawasi
pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Pembentukan BPK merupakan
amanat dari Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara secara baik
dan efisien sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang relevan.
Lebih rinci, BPK bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan
negara oleh berbagai entitas seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan organisasi sejenis lainnya. Peran
tersebut diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3), pemeriksaan BPK
meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam hal pelaporan pengelolaan dan transparansi keuangan publik
Indonesia, BPK merupakan satu-satunya lembaga auditor eksternal yang
mempunyai kewenangan besar memberikan opini. Temuan audit BPK selanjutnya
dikirimkan kepada wakil rakyat yang tepat—dalam perihal ini DPR, DPD, dan
DPRD—sesuai dengan prosedur yang diamanatkan untuk penyelidikan lebih
lanjut. Jika bendahara negara, pengelola keuangan negara, atau badan yang
bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara melakukan tindakan
melawan hukum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, BPK dapat menilai

dan/atau menetapkan sejauh mana kerugian negara tersebut.



Karena kedudukan dan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan
Indonesia merupakan komponen integral dalam upaya memastikan pemerintahan
yang baik dan bersih di Indonesia. Publik terutama memperhatikan kinerja BPK
untuk menentukan penggunaan kepercayaan publik yang tepat, mengingat peran

penting BPK dalam meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Sebagai institusi yang menjamin akuntabilitas publik, kinerja BPK harus
senantiasa dijaga dan ditingkatkan agar hasil pemeriksaan dapat memberikan
rekomendasi yang tepat, objektif, dan berdampak positif bagi pengelolaan
keuangan negara. Dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis yang terus
berkembang seperti kompleksitas transaksi keuangan, digitalisasi informasi, serta
tuntutan transparansi publik, BPK memerlukan fondasi yang kuat dari segi
internal, baik itu dalam hal manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan
teknologi informasi, maupun efektivitas sistem pengawasan. Oleh karena itu,
penting untuk mengkaji hal-hal yang dapat memengaruhi kinerja BPK agar dapat
diketahui area mana yang perlu diperkuat, serta untuk mendukung pengambilan

keputusan berbasis data.

Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang buruk dapat memberikan
dampak yang signifikan, baik terhadap tata kelola keuangan negara maupun
kepada kepercayaan publik. Sebagai lembaga yang memiliki mandat
konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara, buruknya Kkinerja BPK dapat menyebabkan menurunnya kualitas
pemeriksaan, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta
berkurangnya efektivitas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, penelitian (Jitmau et al.,
2017) menjelaskan bahwa keberhasilan Kinerja lembaga pemerintahan, termasuk
BPK, tidak hanya diukur dari surplus atau defisit hasil laporan keuangannya saja,
tetapi juga dari akuntabilitas, transparansi, dan tingkat keberhasilan pencapaian
tujuan strategis yang telah ditetapkan sebuah organisasi. Pada peneliatian
(Rahmani, 2023) menyebutkan bahwa Kinerja sebuah instansi pemerintah

mencerminkan sejauh mana sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sejalan



dengan visi, misi, dan strategi instansi tersebut dapat berhasil tercapai. Kinerja ini
mencerminkan tingkat kesuksesan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. ldentifikasi Masalah

Salah satu tantangan yang dihadapi BPK dalam menjalankan tugasnya
adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa oknum auditor. Dalam
beberapa tahun ke belakang, terdapat kasus korupsi berindikasi suap dengan
keterlibatan oknum sebagian pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini beberapa oknum pemeriksa tersebut
telah dinonaktifkan (sumber: cnnindonesia.com, 2022). Kasus ini membuat publik
mempertanyakan integritas dan kredibilitas Lembaga BPK, yang secara langsung

memengaruhi persepsi masyarakat kepada kinerja BPK secara keseluruhan.

Kinerja BPK RI merupakan refleksi dari kapabilitas lembaga dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
Pengukuran Kinerja tersebut dapat dilaksanakan melalui Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk semua unit kerja yang ada di BPK yang
dilaksanakan oleh inspektorat utama BPK selaku Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP). Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai pelaksanaan AKIP
dan memotivasi unit kerja di lingkungan BPK agar meningkatkan kinerjanya.
Hasil pengukuran dan perkembangan nilai evaluasi ini untuk setiap Unit Kerja
pada BPK dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1. 1
Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP dan Target Renstra BPK 2020-2024

Ditama
Renvaja
PKN

AKN 1

AKN I1

AKN 111

AKN IV

AKNYV

Target

Realisasi
Capaian

Target

Realisasi
Capaian

Target

Realisasi
Capaian

Target

Realisasi
Capaian

Target

Realisasi
Capaian
Target

Realisasi

Tahun

A (86,00)
AA
(92,79)
107,89%
A (86,00)

A (85,82)

99,79%
A (86,00)

A (89,44)

104%
A (86,00)

AA
(91,83)

106,78%
A (86,00)

AA
(90,50)

105,23%
A (86,00)

AA
(91,57)

A (87,00)

AA
(93,86)

107,89%

A (87,00)

A (87,35)
100,40%

A (87,00)

A (89,63)
103,02%
A (87,00)

AA
(92,70)

106,55%
A (87,00)

AA
(91,24)

104,87%
A (87,00)

AA
(94,87)

A (88,00)

A (86,72)
98,55%
A (88,00)

AA
(90,67)

103,03%
A (88,00)

AA
(93,46)

106,20%
A (88,00)

AA
(94,64)

107,55%
A (88,00)

AA
(93,59)

106,35%
A (88,00)

A (89,44)

A (89,00)

AA
(90,40)

101,57%

A (89,00)

A (88,90)
99,89%

A (89,00)

A (88,90)
99,89%
A (89,00)

AA
(92,30)

103,71%
A (89,00)

AA
(92,30)

103,71%

A (89,00)

A (88,90)

e ]
AA

(90,05)

(90,05)

i

(90,05)

(90,05)

(90,05)

>I.
>

(90,05)




AKN VI

AKN VII

AUI

Inspekto
rat
Utama

Badiklat
PKN

Ditama
Binbang
kum

Uraian

Capaian

Target

Realisasi
Capaian

Target

Realisasi
Capaian

Target

Realisasi
Capaian

Target

Realisasi
Capaian

Target

Realisasi
Capaian
Target

Realisasi

Tahun

T

106,47%

A (86,00)

A (89,19)
103,71%

A (86,00)

A(89,22)
103,75%

A (86,00)

A (92,24)
107,26%

A (86,00)

A (90,76)
105,53%
A (86,00)

AA
(92,38)

107,42%
A (86,00)

A (89,54)

105,35%
A (87,00)

AA
(93,16)

107,08%
A (87,00)

AA
(92,46)

106,28%
A (87,00)

AA
(96,48)

110,90%
A (87,00)

AA
(95,94)

110,28%
A (87,00)

AA
(92,59)

106,43%
A (87,00)

AA
(96,33)

101,64%
A (88,00)
AA
(94,48)
107,36%
A (88,00)
AA
(90,80)
103,18%
A (88,00)
AA
(93,84)
106,64%

AA
(91,00)

AA
(92,80)

101,98%
A (88,00)

AA
(90,57)

102,92%
A (88,00)

AA
(91,13)

99,89%

A(89.00) g9 05)

89,80

100,90%

=

A(89.00) g9 05)

A (88,90)

99,89%

A (89,00)

(90,05)

R
AA

AA
(92,30)

103,71%

AA
(91,000  (90,05)

AA
(90,85)

AA
AB900) g 05)
AA
(91,40)

102,7%

AA
A@9.00) (4005
AA
(91,40)



C20

Capaian  10412%  110.72%  10356% 102,7% | 103:16% 1

AA
Target A(86,00) A(87,00) A(88,00) A (89,00)

(90,05)

Sekretari

at Realisasi AA A A A
Jenderal (94,94) (95,95) (95,10) (92,90)

Capaian  110,40%  11020%  108,07%  104,38% -

Menurut data Hasil Evaluasi AKIP yang ditampilkan dalam Laporan
Kinerja BPK Tahun 2024 yang diunggah pada laman resminya, realisasi pada
beberapa Unit Kerja di 2023 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Hanya unit kerja Ditama Renvaja, Badiklat PKN, dan Ditama Binbangkum yang
tidak menurun diperbandingkan tahun sebelumnya, dan masih ada dua unit kerja
yang menurun pada Tahun 2024 yaitu Auditorat Keuangan Negara Il dan
Auditorat Keuangan Negara IV. Hal tersebut dapat menandakan mayoritas unit
kerja belum maksimal dalam melaksanakan peningkatan sistem akuntabilitas

kinerja di setiap unit kerjanya.

Kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana keuangan negara
dikelola. Ketika pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka alokasi sumber daya dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, program-
program pembangunan berjalan lancar, serta pelayanan publik dapat meningkat
secara signifikan. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang lemah seperti adanya
pemborosan, penyimpangan anggaran, atau keterlambatan dalam pelaporan, dapat
menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan menurunkan tingkat
kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut penelitian Pangaribuan dan Situmorang (2022), pemerintah
daerah di Kota Batam memperolen manfaat besar dari pengelolaan keuangan
daerah yang lebih terbuka dan akuntabel. Perihal ini memperlihatkan bahwa



pemerintah daerah berfungsi lebih baik ketika ada lebih banyak akuntabilitas dan
keterbukaan dalam mengelola keuangannya. Namun pengelolaan keuangan negara
tidak selalu memberikan hasil yang substansial. Penelitian Anggraini (2018) tidak
menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara kinerja pemerintah
daerah dan akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Sleman, tetapi ada korelasi
yang kuat antara kepemimpinan transformasional dan pengelolaan keuangan

daerah.

Berdasarkan penelitian Noviyana dan Pratolo (2018), instansi pemerintah
memerlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan
yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan tercapai secara
terorganisasi, terkendali, efektif, dan efisien jika ingin berkinerja sebaik-baiknya.
Sementara itu, PP No. 60 Tahun 2008 menyatakan yaitu pimpinan dan pekerja
suatu organisasi wajib membangun sistem pengendalian intern untuk memastikan
tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Pengendalian internal didefinisikan
oleh COSO sebagai prosedur di seluruh entitas yang dipandu oleh dewan direksi,
manajemen, dan staf lainnya. Kinerja pemerintah daerah dipengaruhi secara
positif oleh sistem pengendalian internal, menurut riset yang dilaksanakan oleh
Mattoasi et al. (2021). Namun Avicenna dan Novita (2021) tidak menemukan
hubungan yang signifikan secara statistik antara pengendalian internal dan

keberhasilan bisnis pada hasil penelitiannya.

Untuk mencapai kinerja pemerintahan yang berkualitas tinggi, gagasan
tata kelola yang baik sangat penting. Partisipasi, supremasi hukum, keterbukaan,
daya tanggap, berorientasi pada konsensus, pemerataan, efisiensi dan efektivitas,
tanggung jawab, dan visi jangka panjang merupakan beberapa prinsip tata kelola
yang baik yang telah dirumuskan olen UNDP. Tujuan tata kelola yang baik adalah
untuk memastikan vyaitu tujuan masyarakat dan pemerintah tidak saling

bertentangan.

Good Governance berdampak positif dan signifikan kepada Kkinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, berdasarkan penelitian Aisyah dkk.
(2014). Selanjutnya, Sulaiman dkk. (2024) menunjukan Good Government



Governance berdampak kepada kinerja. Indikator Good Government Governance
berdampak kepada kinerja organisasi, berdasarkan penelitian Hasibuan &
Hasibuan (2022). Good Government Governance tidak berdampak kepada kinerja
Pemerintah Kota Gorontalo, berdasarkan penelitian Sakinah dkk. (2024).

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kembali dampak
manajemen keuangan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan sistem
pengendalian internal kepada kinerja BPK. Penelitian sebelumnya tentang unsur-
unsur yang dapat memengaruhi keberhasilan organisasi telah menghasilkan
temuan yang beragam. Dari penelitian sebelumnya yang disebutkan dalam latar
belakang masalah, jelas terlihat bahwa riset yang mengkaji kinerja lembaga
pemerintah, dalam perihal ini BPK, dan yang mencakup beberapa faktor telah
memberikan temuan yang saling bertentangan. Dengan mempertimbangkan
masalah ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk
mengkaji dampak Tata Kelola Pemerintah yang Baik, sistem pengendalian
internal, dan manajemen keuangan kepada kinerja unit kerja BPK. Pengaruh
Pengelolan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Good Governance
terhadap Kinerja BPK merupakan judul penelitian ini.

3. Batasan Masalah
Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan,
sistem pengendalian internal, dan good governance terhadap kinerja BPK.
Variable independen (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas

pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, dan good governance.

4. Rumusan masalah
Perumusan masalah dapat dikembangkan dengan memakai konteks,
identifikasi, dan batasan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Tulisan ini

menyajikan rumusan masalah dengan cara berikut:

a. Apakah pengelolaan keuangan memengaruhi kinerja BPK?
b. Apakah sistem pengendalian internal memengaruhi kinerja BPK?

c. Apakah Good Government memengaruhi kinerja BPK?



B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan

dilaksanakannya penelitian ini yakni:

1)
2)

3)

Menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan kepada kinerja BPK.
Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal kepada Kinerja
BPK.

Menganalisis pengaruh good governance kepada kinerja BPK.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti, objek pemeriksaan BPK, dan unit kerja BPK diharapkan dapat

memperoleh manfaat dari penelitian ini. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini

akan memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang unsur-unsur yang

memengaruhi Kinerja unit kerja BPK dan memberikan bukti yang lebih konkret

tentang karakteristik tersebut. Keunggulan penelitian ini adalah:

1)

2)

3)

Bagi satuan kerja di BPK, penelitian ini dengan harapan bisa memberi
tambahan informasi dalam melakukan evaluasi serta membuat
perencanaan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapan bisa memberi tambahan
informasi terkait akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran
publik. Penelitian dapat memberikan bukti yang mendukung
pentingnya pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, dan
good governance dalam memastikan penggunaan dana publik yang
efisien dan bertanggung jawab melalui kinerja satuan kerja di BPK.
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapan bisa memperkaya
wawasan mengenai kinerja satuan kerja di BPK dan dapat dijadikan

sebagai dasar referensi bagi penelitian selanjutnya.
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